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MENTERI DALAM NEGERI,

bahwa dalam rangka pelaksangzan  program,
kegiatan dan anggaran [nspektorat  Jenderal
Kementerian Dalam Neperi Tahun 2015-201% serta
untuk melaksanakan ketentuan Paszal 19 ayat [2)
Undang-Undang Noemor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangenan Nasional, perlu
ditctaplean Hencana Strategis lnspelktorat Jenderal
Kementenan Dalam Neperi Tahun 2015-2010,
untuk mendukung Renvana Strategis Kementerian
Dalam Negeri Tahun 2015-2019, dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huraf a, perlu  menetapkan
Keputusan Menteri Dalam MNegerl tentang Rencana
Strategis [nspektocat Jenderal Kementerian Dalam
Megen Tahun 2015-2015,

Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tentang
Hisrem Perencanaan Pembangsunan Nasiopal,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2088 tentang
Kementerian Negara (Lembaran MNegara Bepublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Inglonesia Nomor 39164
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
FPemenntahan Daecabh (Lembaran MNegara Republile
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lernbaran Megara Republbk Indonesia Nomor S587)
sebagaimana tetah diubah beberapa kali teralchir
dengan Undang-Undang Nemor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Menetapkan

KESATL

Dasrah  [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nemer S8, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomaor S670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Kencana Kerja Pemerintah,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010
tentang Penyuzunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Megara/Lembaga (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2010 Nomer 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5178];

6.  Peraturan Presiden Momor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisas Kementenan Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tabun 2010 tentang
Fencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;

& Peraturan Presiden Momeor 2 Tahun 2015 feniang
Fencana Pembangunan Jangka Menengsh Nasional
[RPJMN] Tahun 2015-2015;

9. Peraturan Presiden Neormor 7 Tabun 2015 tentang
Chrganisasi Kementerian Negara;

10, Peraturan Presiden Momor 11 Tahun 2015 tentang
Kemegnterian Dalam MNegen;

11, Peraturan tenter Negara Perencanasn
Pembangunar Nagional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Masional MNomor 5
Tahun 2005 tentang Pedoman Penyysunan
Hencana Strategis Kemenierian/Lembaga [Renstra-
bL] 2010-2014;

12, Peraruran WMenlen Dalam MNegern Womoer 43 Tahun
2013 tenlang Organisasli dan  Tata Hera
Kementerian Dalam Megert; dan

13. Perataran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2015 tentang Rencana  3tratepis Kementeran
Dalam Megen Tahun 20:15-2019,

MEMUTUSKAN :

KEFUTUZAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
REMCANA STRATECGIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 20153-2019
Rencana Strategis fospektorat Jenderal Eementerian
Dalamm MNegeri Tahun 2015-2019 adalah  dolmamen
perenganaan [nspektoral Jenderal Kernenterian Dalam
Negeri unfuk periode 5 (lima) tabun terhitung scjak
Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019,



KEDDA
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KEEMPAT
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KEENAW

KETLJUH

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian
Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yang merupakean
pedoman  bapi setiap  unit kerja di lingkungan
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Megen dalam
penyusiinan program kerja.
Rengana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian
Dalam Megeri Tahun 2015-2019 sebagaimeana dimaksud
pada diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang
merugakan bagian tidak terpisahban dard Keputusan
Menten Dalam Megers ind.
Fuang lingkup dari Rencana Streategis Inspecktorat
Jenderal Kementenan Dalam Neger Tahun 20132019,
meliputl
a. Kondisy umum, potensi, dan permasalahan;
L. ¥isi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Program
dan Kegiatan; dan
. Arah Kebijakan dan Strategi.
Inspektur Jenderal melakukan penpendalian terhadap
pelaksanaen Rencana Straregis Inspektoratr Jenderal
Kementeran Dalam Negeri yvang dituangkan dalam
rencand kerja, perencanaan kinerja, penetapan kinerja,
dan program kerja pengawasan tahunan Jaspeklorar
Jenderal Kementerian Dalam Nepgeri.
Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam
Negeri i, maka Kepulusan Menteri Dalarmn Negerd
Momer 97 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Kepritisan Menteri Dalam Negeri Momor 75 Tabhun 2010
tenlang Rencana Stralegis  [nspeloorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, dicabut
dan dinyatakan tidak berlalog.
Keputusan Menteri ini mulai berlalm pada tangpal
ditetapkan dengsn ketentuan apahbila dikemuedian hari
terdapat  kekeliman  dalarm keputusan  ini akan
dilabeukan penyempurnaan alau perbaikan sebagaimana
mestinya.
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LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGER!

NOMOR 8 TAHUN 205 '

TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015-2019

BAE 1
PENDAHULUAN

A, KONDISI UMUM

Dalam RPJPN 2005-2025, telah dimandatkan arah kebijjakan bahwa
pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi
untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah,
agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang
lainnya. Selanjutnya juga telah digariskan dalam RPJPN tersebut bahwa
tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan
pada peningkatan profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah
yvang makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam Visi. Misi dan Program Aksi Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-
Jusul Kalla, telah dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas yang disebut
NAWACITA, Salah satu agenda tersebut, adalah membangun tata kelola
pemerintahan vang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, Selanjutnya
disebutkan bahwa pemerintah secara konsisten akan menjalankan agenda
reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi organisasi
birokrasi pemerintah, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat
monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, dan mendorong
masyarakat untuk mengawasi kinerja pelayanan publik,

Kualitas birokrasi Indonesia masih rendah, hal ini merupakan
permasalahan yang sangal penting dalam perumusan dan pelaksanaan
strategi pembangunan pada EPJMN 2015-2019. Ke depan, pembangunan
aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 difokuskan pada peningkatan
kualitas birokrasi melalui: (a) pemantapan fungsi birokrasi sehagai
regulator dan fasilitator pembangunan serta pilar utama pemerintahan; (b
revitalisasi sistemn dan tata laksana birokrasi secara efisien, responsil dan
pada upaya pencapaian kinerja pelayanan publik vang lebih optimal; (]
pengembangan organisasi birokrasi yang dinamis, inovatif dan adaptif; (d)
pengembangan SDM aparatur sipil negara yang memiliki integritas dan
kompetensi yang tinggi, scbagal pendorong dan penggerak reformasi
hirnkrasi dan pembangunan, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
dan (e) pemantapan peran birokrasi untuk mendukung sinergi, integrasi,
dan kolaborasi serta keterpaduan antar aktor dan stakeholder
pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional.

Oleh karena itu, lingkungan strategis vang harus dipertimbangkan, antara
jain: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin



modern dan mutakhir; tatanan globalisasi vang berwujud liberalisasi,
kompetisi dan integrasi; proses demokratisasi dan desentralisasi; dan
kultur birokrasi yang masih diwarnai politisasi, praktilk KKN, inefisiensi dan
rendahnya kapasitas.

Berdasarkan uraian mengenai perkembangan lingkungan strategis dan
kualitas brokrasi tersebut di atas, dirumuskan 3 (tiga) isu strategis untuk
tahun 2015-2019, yakni: (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2}
Birokrasi yang efektif dan efisien; dan, (3) Birokrasi yang memiliki
pelayanan publik berkualitas.

Dalam bidang pengawasan, isu strategis birpkrasi yvang bersih dan
akuntabel menjacdi prioritas pertama dalam mendulung tercapainya
penyelesaian isu-isu strategis lamnnyva. Penyelenggaraan birokrasi vang
bergsih dan akuntabel merupakan prasyarat dasar bagi pembentukan
birokrasi vang profesional dan pelavanan publik yang berkualitas. Dalam
kerangka pengembangan sistem integritas nasional, pada Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), telah
dimandatkan bahwa integritas menjadi salah satu nilai dasar dalam
manajemen ASM. Demikian pula dengan penegakan kode etik dan kode
perilaku, termasuk di dalamnya pengaturan tentahg konflik kepentingan.
Selain  itu, inisiatif strategis untuk mendordng pelaksanaan sistem
integritas pada birckrasi pemerintah dan penyclenggara negara sudah
diinisasi, diimplementasikan dan terus diperkuat pelaksanaannya seperli
whistleblowing system, pelaporan kekayaan pejabat, penanganan benturan
kepentingan; penerapan pakta integritas, dan lainnya,

Pada instansi pemerintah  (K/L/pemda), telah dimulai diintensifkan
pengembangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi [WBK).
Penerapan SIN yang efektif pada K/L dan pemda diharapkan dapat menjad:
instrumen pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang Namun
hingga saat ini, penerapannya masih belum optimal dan cfektif.

Sistem pengawasan yang independen dan profesional, baik yang bersifat
internal maupun cksternal, telah ditata kembali pada tahun 2010-2014,
Fokus pengawasan tidak hanya pada aspck pengelolaan keuangan negara,
namun secara bertahap terus disempurnakan dan areanya diperluas pada
pengawasan kinerja. Ke depan, permasalahan yang perlu diselcs?ikaﬂ.
diantaranya antara lain adalah tumpang tirrcdih p::ramran,."kcl}uallcan
pengawasan; independensi dan kapasitas APIP belum rm:madai;l kuantitas
dan kapabilitas auditor belum mencukups; sinergl pengawasan u.m:-rn dan
pengawasan eksternal serta aparat penegak hutum belum Ic:pnmal: dan
pengawasan dari masyarakat belum diakomodasi dengan f:fel-::gi‘.
Pemantapan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kmer_]a. E-t!CEI-I'DI.
bertahap ditingkatkan, Hal ini tercermin dari makin mcningkamj,{a mstaj-:m
pemerintah yang mendapatkan opini Wajar Tanpe Pengecualian (WTP)
berdasarkan audit yang dilakukan cleh Badan Pemeriksa Keuangan [BPR).
Pada tahun 2013, K/L vang telah mendapatkan opini WTF sebanyak Tcil
persen, sedangkan instansi pemerintah provinsi 52 persen dan instansi
pemerintah kabupaten/kota gebanyak 21 persen. Pencapaian T.ﬁi‘lﬂEhUL,_
tentunya tidak dapat dilepaskan dari peranan vang makin efektl u:[a.r:
Aparal Pengawas [nternal Pemerintah (APIP). Hingga tahp.n 2014 (Mei),
jumlah tenaga [ungsional pengawas APIP telah mencapai 12.735 orang,
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vang tersecbar di 537 APIP Pusat dan 350 APIP Daerah. Jumlah tersebut haru
memenuhi 27,39 persen dari kebutuhan formasi sebanyak 46,560 orang.
Berdasarkan capaian tersebut, permasalahan vang masih dihadapi antara
lain adalah pencapaian Opini WTP belum mencerminkan birckrasi vang
bersih dan bebas KKN, manajemen asel barang milik negara belum dikelola
secara tertib admimistrasi dan tertib hulkum; dan sistem pengendalian
internal belum berjalan efektuf, Tantangan ke depan yang perlu
ditindaklanjuti, diantaranva peningkatkan kualitas dan independensi
pemeriksaan keuangan; pengembangan  sistem dan pemantapan
pemeriksaan kinerja; memperbaiki manajemen | pengelolaan aset secara
modern berbasis TIK; dan peningkatan efektifitas Sistem Pengendalian
[ntern {SFI).
Pemerintah juga melakukan lokus pembenahan imanajemen kinerja pada
birokrasi pemerintah melalui pencrapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi SAKIP dimaksudkan untuk
mendorong peningkatan kualiltas akuntabilitas kinerja, dan penerapan
manajemen berbasis kinerja. Sctiap tahun, melalui keordinasi Kementerian
PAN dan RB, dilakukan evaluasi atas penyclenggaraan SAKIP.
Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
masih ditemukan berbagai masalah antara |lain adalah rendahnya
signifikasi input anggaran dengan kinerja organisasi; lemahnya orientasi
pada pencapaian indikator hasil [outcome); lemahnya akuntabilitas kinerja
instansi kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pimpinan
instansi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik,
Salah satu perbaikan sistem dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan
akuntabel adalah dengan pemperkuat sistem pengawasan internal. Sebagai
acuan, efektifitas peran pengawasan internal dapat mengacu pada apa yang
dilkembangkan oleh the Institute of Internal Auditors, Peran terscbut meliputi
peningkatan efektivitas manajemen risiko {risk management], pengendalian
(contral,) dan tata kelola (governance) organisasi. Dewasa ini, pelaksanaan
peran tersebut belum optimal. Mayoritas APIP berada pada level 1. Artinya,
APIP belum dapat memberikan jaminan proses tata kelola sesuai peraturan
dan mencegah korupsi. Itjen selaku APIP, ke depan harus terus melakukan
perubahan dalam menjalankan preses bismis guna memberi nilal tambah
bagi kementerian negara/lembaga.
Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, berikut disajikan gambaraan
umum pencapaian capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri, antara lain ;
1. Opini BPK atas Laporan keuangan
Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 s.d. 2012
mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian [WTF), Tahun 2013
mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tahun 2014
mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDF).
2. Akuntabilitas Kinerja
Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  [LAKIP)
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 pada peringkat 9, Tahun 2011
pada peringkat 3, Tahun 2012 mendapat peringkat “B®, Tahun 2013
mendapat peringkat “B+" dan Tahun 2014 mendapat peringkal o - o
3. Inisiatif Anti Korupsi Kementerian Dalam Negeri



Penilaian Nilai Inisiatilf Anti Korupsi Kementerian Dalam Negeri Tahun
2010 mendapat nilai 1,25, Tahun 2011 mendapat nilai 2,99 dan Tahun
2012 mendapalt nilai 6,99,

4. Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Neger]
Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013
dengan nilai 65,49 dan Tahun 2014 menjadi 68,38,

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

a,

Adanya mandat terkait koordinasi pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana vang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah;

Adanva mandat terkail pemberantasan KKN sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan negara yvang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi
dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012
tentang Strategi Masional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014;

Adanya mandat terkait pengendalian | atas penyelengsaraan
pemerintahan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian [ntern Pemerintah;
Adanya komitmen pimpinan vang tinggi dalam melaksanakan tugas
PENEAWASAN;

Adanva tuntutan vang semakin kuat terhadap dukungan lembaga
legislatif dan partisipasi masyvarakat dalam pengawasan.

Adanva tuntutan kerjasama antar APIP, aparat pengawas lainnya dan
Aparat Penegak Hukum [APH) dalam pembangunan sistem
pencegahan penyimpangan yang berdampak terhadap peningkatan
mutu pengawasan, dan

Adanva tuntutan dan perkembangan penggunaan sistem teknologi
dan informasi vang semakin canggih schingga dapat mengoptimalkan
tugas pengawasan,

2. Permasalahan
a. Belum optimalnya koordinasi pengawasan dengan Kementerian/

Lembaga yang menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap
penvelenggaraan urusan pemerintah daerah;

Masih rendahnya upava penegakan integritas dalam penyelenggaraan
tata kelola pemerintahan vang baik dan bersih, terutama pada upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi;

Folus PeNgawasan masih pada pemeriksaan (audit)
pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan
paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja;

Kurangnya pengembangan SDM aparat pengawas, khususnya masih
terbatasnya pendidikan dan pelatihan pengawasan serta masih
minimnya atensi mitra kerja dalam memanfpatkan hasil pengawasan



sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program
ke depan;

Masih minimnya penanganan atas pengaduan masyarakat serta
belum tersedianya media konsultasi antara APIP dengan Aparatur
Sipil Negara (ASN) pusat dan daecrah serta masyarakat [media massa,
partai politik, ormas, tokoh masyvarakat dan_ perguruan tunggil,

Belum optimalnyva kerjasama pengawasan yang baik antar APIP,
aparat pengawas lainnva dan Aparat Penegak Hukum [APH] sehingga
mengakibatkan tumpang tindihnyva peraturan f kebijakan
pengawasan; dan J

Minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem
teknologi dan informasi) serta minimnya I!-v;f:giman publikasi untuk
mendorong transparansi, partisipasi publik dan akuntabilitas di
bidang pengawasan.

3. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Pencapaian misi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan
faktor-faktor kunci keberhasilan, Faktor-faktor ini dirumuskan dari hasil
analisis lingkungan eksternal dan internal baik yang menguntungkan
maupun merugikan bagi kinerja Kementerian Dalam Negeri. Analisis
lingkungan tersebul dilakukan dengan meng;gunakan metode SWOT
analysis (3trength, Weaknesses, Oportunity dan Threats).

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis lingkungan strategis dengan
menggunakan metode SWOT analysis diperoleh gambaran leondisi
Inspektorat Jenderal sebagai berilout :

. Keberadaan dan peran siranegls Remonteras L hl.ur::mg pnmnd.mn:pa knr-:un!n: i
Diadam Megers dalam penyelenggoraan kopabiliins aparat pengans
pemerintrhan

2, Lumsoya linglup tugas dan kewenangan 7. kuaniiis aparat peneswas tidok sebanding
Ispekiorar Jenderal Kemneaterion Dalam dengan linglap tugas dan kewenangan
e

3. Kebijsknn reforiasi DiTokras Yang menumnit 3. Pola pakir feund sef) dan budaya kega feailizre
profosionadisme APRTRLLT s.:d,laqmﬂ_.nmr belum segeno oy mendukung

kincsja Inspekioral Jeqitaral
3, Dukungan perundang-undangan, kebijakan 4,  Dukungim AngEarsn dan sarang prasarans
cul.p.'l.l.]'.- e -mu r_".n hr.-]um HOpICTL h.n:ra mmadm

1. Terdmpainyn policesl u.uh' Ilum-onuru.h clalam 1,  Masih sdanya p.qude‘ll.'l hnh'l.'rﬂ _
movarjdlm tata keloln pemerintahan yang san sehagal wahksmm unink mencari-
balk dan bersih (geod governanse ord clean cari kesalahan dan behum i&pl:'nu.hn:.'n
g mrmandang sebagal fangsi manaj=men

uniak mrm;:lerl:lmjn kirvetja of ganisasi |

2. Homlitmen dnpg pispinion dalm T Rendahnyn tinghal Beparcoyao stakeholiers |
pemberantasan korupsi, kolusl dan nepolisme tirhndap Inspekiorat Jenderal

3. Globalisas ieknolopg informas mendoreng 3 Perem evaluasi lechadap hasil pengawesan
rnagyarakat menyadan akan arts peRtingaye heluan mampu memberikan unmm“halﬂf.

A7 BTl BV LS feeh back] terhadap perbaikan kebijakan dan |
prﬂgnun:
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Berdazarkan haml] anelisis SWOT dan perhitunpan nilai urgensi, nilai
dukungan ([ND}, dan mlar keterkaitan, posisi [nspektorat Jenderal
berada pada kuadran I atau posisi $-0 (Strenpths-Oportunity] yang
berarti bahwa kekuatan Inspektorat Jenderal Kemendagri sebanding
dengan kelemahannva, sedanpgkan peluangnya lebih besar dibanding
dengan ancamannya. Oleh karena iy, Inspektorat Jenderal harus
menerapkan strategi mengoptirmalkan kekuvatan untuk meraih peluang
scbaik-baiknya. Berbeckal mandat yang dimiliki, kedepan Inspekicirat
Jenderal  diharapkan mampu membenkan kontribusi oyata untuk
memecahkan  permasalahan yeng  dihadapi pemerintah, sehingsa
diharaplran dapat mewujudkan tata kelola pemmerintahan yang baik dan
bersih (good governance and clean gowvernent) dan berintegritas,

Sesuai dengan atrategl terpilih yaitu S-0 {Strengihs-Cportunity), maka

dapat diidentifikasikan falktor kunci keberhasilan (critical success factor)

sebagai berikut :

#, Terdapatnva lomitmen tinpgi Menten Cralam Neper
Komitmen tinggi Menteri Dalam Negerl merupakan laktor penting
dalar tnengarahkan dan memberi semangat pencapaian visl, misi
dan tujuan Kementerian Dalam Negern. Komitmen pimpinan yang
kual altan mampu membangun integritas organisasi, menggerakkan
komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanalan togas
selaras denpan tujuat yang telah ditelapken.

h. Terdapatnys peraturan perundang-undangan yang memadat
Perangkat perundang-undangan yang memberikan logitimasi hagi
Inspektorat Jenderal merupakan prakendisi bagl pelaksanaan tugas
dan fungsinya. Ketentuen perundang-undangan yang eda dalam
konteks penpawasan yang merjadi domain Inspekrorat Jenderal,
telah cukup memberikan landasan dalam mewujudkan wvisi dan
misinva. Namun demikian apar keberadaan dan mandat Inspektorat
Jenderal dapat lebih utub dan solid, maka perla divpayvakan agar
pecaturan perundang-undangan Letap kondusil

v. Terdapatnya koordinasi dan sinergitas pengawasan
Kebijakan sinergl pengawasan berperan penting dalam tnengarahkan
kegiatan pengawasan yang dilalukan berbagai aparal pengawasan
agar dapat menghasilkan informasi pengawasan Yang berkualitas dan
bermanfmat untuk pengambilan keputusan dan pombenahan
manajemnen  pemerintahan.  Aparat peéngawasan  Yang ada pada
berbagai level pemerintahan dapat dioptimalkan dengen adanya
sinkronisasi arah kepiaran pengawasan dan koardinasi anfar aparat
pengawasan sehingga dapar dihasilkan SiNergl pengawasan,

d. Terdapatnya sislem reknolepl dan informasi yang hamndal
Fenyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang
begity berapam dan kompleks, hanya dapat ditangani secara efektif
dan efizicn apabila didukung oleh adanya sistem  teknelogl damn
informast vang handal, Delam rangka i, pengembanpan sistem
teknologl dan informasl dengan memanfaatkan sejauh mungkin hal-
hal vang dapat dibasilkan dari pengembangan teknologl dan
inforrmasi merupakan langkah yang sangat berarti bagi peningkatan
kKinerja organisasi secara oplimal.

. . . . . . - L
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A.

B.

BAEB 11
VISI, MIsI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

VISI

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan vang baik, bersih, dan efektif dengan
didukung aparatur vang berkompeten dan pengawasan vang efektif dalam
rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi
vang akan dicapai selama kurun waktu 5 {lima) tahun serta menjadi
gambaran menyeluruh  terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah :

“Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola
pemerintahan dalam negeri”

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dan
segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat
Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih (good governance and clean goverment).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma
pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk
menjadi konsultan, yang tidak hanyva mampu menyajikan temuan, namun
juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, strukur
kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisicn,
transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan
vang dihadapi mitra keria Inspeltorat Jenderal. Serta untuk menjaci
katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa
perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan
ketcladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan
pemerintahan yang berintegritas,

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan
kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal
sebagal pelanggan (custumer satisfaction].

MISI

Untuk mewujudkan visi yang telash dirumuskan tersebut di atas, maka

ditetaplan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan

Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan

pemerintahan dalam negeri.

Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah : _

1. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan
manajemen risiko;

2. Mewujudkan aluntabilitas melalw pengelolaan keuangan efelktif, efisien,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

3. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyvimpangan dan
penyalahgunaan wewenang serta  ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangarn.



Sesual dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan
komitmen lnspcktorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan
fungsi Kementerian Dalam  Negeri.  Secara khusus hal  rersebut
dimaksudkean untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara
kerja  pengawasan,  dimana  pengendalian lebih ditckankan
melalui preventive comtrol, yang antara lain diterjemahkan secara praktis
meclalul evaluasi atas  pelaksanasn manajemen risiko. Serta  dengan
memposisikan Inspeklorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling
bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapst  menjadi pemandu dalam
perubahan organisasi (agent of change) yvang fokus pada pencapaian tyjuan
acganizas dalam jangks panjang.

. TUJUAN

Scialanan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujizan yang ingin
dicapal inapelorat Jenderal dalam periode wakiu 2015-2019 dalam rengka
mendulkung  sasaran  strategis Kementennian Dalam Megen dalam
meningkatnya akuntabslitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam
Megerl dan meningkatnys kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi
Adapun tuyjuan [nspektorar Jenderal adalah mewuwjudkan lata kelola
pemerintahan yang baik dan berzih [good governonce and clean govermend)
sepla berintegrtas J1 lngkunpan Kementerian  Dalam Megen dan
penyelenggaraan urusan pemennlahan < daeraly.

. SASARAN STRATEGIS

Lebih lanjut Inspektorat Jenderal menectapkan sasaran yang ingin dicapal
dalam penode waktu 2015-2019 vang merupakan dervasi dari tujuan di
atas, antara lain;

1. Tara kelola pemerintahan yang baik dan bersih [good governance and
clean goverment] di lingkungan Kementernan Dalam Negeri dengan
indikator MNilai akuntabilitas kinerja dan keuangan kementerian dalam
neger,

2. Pengawasan alas penyelenggaraan urusan pemerintahan di dacrah yang
bask dengan indikator Milai aloantabilitas penyelenggaraan urusan
pemearintahan di daerah; dan

1. Pemerintahan yang berintegritas i lingkungan kementerian dalam
negeri dan pemerintah  daerah dengan  imdikator Nilal penegakan
integritas.

. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai unsur penpawasan Kementerian Dalam Negeri dengan tugas
menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Dalam Negeri dan
pengawasan terhadap penvelenggarzan pemenntahan daerah sesual
dengan keterntuan perundang-undangan, Inspclktorat Jenderal
melaksanakan program "Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri
dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemerintahan Daerah” Dengan sasaran
propgram yailu tata kelola pemerintahan yang hailk dan bersih [good
gokemance and clesn goverment/ di hngkungan Kementerian Dalam Negeri,
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Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah vang
ballk, dan pemerintshan yang berintepritas di lingkungan Kementerian
Dalarm Negeri dan Pemerintah Daerah.

Adapun Indikator Kegiatan Program ([KP] lingkup Inspektorat Jenderal

yaifu

1. Hilai Akuntabilitas Keuangan dan Kmerfa Kementerian Dalam Megeri;
2. Milat Akuntabilitas Penvelengpgarasn Urusan Pemerintahan di Daerah:
3. Milal penegakan integritas

Frogram ini dijabarkan ke dalam & Kegiatan, yaitn

1.

Pengawasan Fungsional Pengelolaan Kevangan dan Kinerja Kementerian
Dalam Negeri Inspektorat |

Lengan sasaran keglatan vaity .

a, Layanan Pengawasan Fungsional Penpeloiaan Keuangan dan Kinerja
Kemenlenan Dralam Negen Inspektorat [ yang optimal; dan

b Léayanan Pembinaan Penpelolaan Keuanpgan dan Kinerja Kementerian
Dalam MNegen [nspektorat | yang optimal

Ponpawasan Fungsional Pengelelaan Kevangan dan Kincrja Kementenan

Dalam Neper Inspebtoratl T1

Dengan sasaran keglatan vaitu :

a. Layanan Pengawasan Fungsional Penpelolaan Keuangan dan Kinera
Kementerian Dalam Negeri Inspektorat [[ yvang optimal

b, Layanan Pembinaan Penpelolaan Keuanpan dan Kinera Kementenzn
Tralam Negeri Inspektorat 11 yang optimal

. Penpawasan  Fungsional Penyelengparaan Urusan Pemenntahan Di

Daerah Inspektorat 1l

Dengan  sasaran  kegiatan yaitu Layanan Pengawasan Fuongsional
Penyelenpgaraan Lfrusan Pemerntahan Di Dasrah Inspektorat 1] yang
optimal.

. Pengawasan Fungsinnal Penyelengparaan Urusan Pemerintahan Lo

Craerah [napeltorat [V

Dengan sasaran Kegiatan yairu Layanan Pengawasan  Fungsional
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat IV yang
optimal,

Dukungan Mangiemen dan Dukungan Teknis Lainoya Inapektorat

Jenderal

Denpan sasaran  kegiatan yaitl Dukungan  Pelayanan ieknis dan

administratil vang berloualitas di lingkunpgan Sckretariat lnspcktorat

Jenderal,

Penegakan Integritazs, Pemenksaan dan  Pengusutan Khusus

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Dengan sasaran kegiatan vailu:

a. Lavanan Penegakan [ntegritas Kemcnteérian Dalam Negeri dan
FPemerintahan Daerah vang optimal

b, Layanan Pemeriksaan dan Penpusutan Khosus Kementerian Dalam
Megeri dan Pemerintahan Daerah yang optimal.

) _ : - e :
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BAE I11
ARAH HKEBLTAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEEIJAKAN DAN STRATEGI

1,

Arah Kebijakan Umum Pengawasan Nasional

Dalam  Visi, Misi dan Program Aksi Presiden-Walkil Presiden Jaleg

Widodo-Jusul Kalla, telah dirumuskan Sembilan Agenda Proritas YHRE

disebut NAWACITA. Adapun kebijskan umum bidang pengawasan

secara nagional diamanatkan pada agenda-agenda pooritas

8. Nawa Cita kedua yaitu “Membuat Pemerintah tidak absen dengan
membangun tata kelela pemerintahan  vang  bersih,  efelotf,
demakratis dan terpercaya”; dan

b. Nawaeita ke empat “Kami akan memperkuat kehadiran Megara dalarm

medakukan refortnasi sistern dan penegakan hukum yang bebas
karupsi, bermartabat dan terpercaya”.

. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negerd

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Stratcgis
Kementerian Dalam Negeri 20153-2019 yang sejalan denpan Visi, bMisi,
=erta Argh Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian
Dalam Megeri telah menerapkan arah kebijakan dan strategi. Adapun
arah Webijakan dan sirategi Kementerian Dalam Meger: dalam bidang
rengawasan adalah sebagai berilot -

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bajk dan
melanjutkan reformasi birokrazi di lingkunpan Kementerian Dalam
Negeri, melalul strategi peningkaran  akuntabilitas  kinega dan
kevangan; dan

b Memperkvar pelakisanaan koordinasi pembinazn dan pengawasan
prnyelengparaan pemerintaban dacrah.

- Arah Kebjakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Inspektoral Jenderal 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta

Arah Kebijjakan dan Strategi Kementerian Dalam Negerl, Inspektorat

Jenderal telah menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut ;

8. Meningkatkan  kualitas  pengawasan  internal i lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan unisan
pernerintaban di daerah:

b. Mensincrgikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian,
Lembaga Pemerintah Mon Kemenlernan, Pomerintah Provinsi dan
Femerintabh Kabupaten/Kota; dan

¢, Meningkatkan penjaminan mulu atas penvelenggaragn pemerintahan
dan kepercayaan masvarakat atas pengaweasan Aparat Pengawas
Inlern Pemerintahan (APIF},

Stratcgl sebagai pilihan cara dan arah yang akan diterpuh untuk

mencapal arzh kebijakan Inspektorat Jenderal sclama jangka wakiu

2(115-2019 adalah sebagai berikut:

a. Meningkalkan pengawasan internal dan pengaweasan penvelenggaran
urusan pemerintahan di dasrah melalul audit, revia, evaluasi,
pemantavan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- .. 1 [ . 1 -
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b, Meningkaclan komunikasi yang intensif dan membangun hubunigan
yang berzifat keritraan dengan seluruh unit kega dan pemerittah
daerah;

<. Meninglkatlan koordinasi dan sinergitas antar APIP, aparat PETLEaWHS
lainnya, Aparat Penegak Hulkum [APH], Kementerian/ Lembaga
Pemerintah Mon Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pernerintah
Kabpaten/Kota serta memberdayakan pengawasan masyarakat
dalarn pembangunan sistem Pengawasan terpadu serta pencegehan
PEOYIMPAanEan;

d. Mengembangkan kapabilitas pengawesan dalam rangka peningkatan
profesionalisme aparatur, prozes bisniz/tata kelola, dukungan sarana
dan prasarana pengawasan;

¢, Menciptakan dan mengembangkan lingkungan pengendalian melalug
Pencrapan manajemen risika {risk management) vang efektif;

f Mengembanpkan sistem leknologl dan infurmasi serta prosedur
Pengawasan yang memadai;

2. Meninpkatkan intensitas dan efelctivilas serta pemanfaatan hasil
peigawasan sebagal umpan balik  (feed back) oleh pirnpinan dalam
Peruimusan kebijakan.

B. KERANGKA REGULASI

Dalam rangkes melzksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan
tabiun  2015-2019,  diperlukan kerangka  regulasi vang merupakan
perencanaan pembentukan repulasi dalam rangka  memfasilitasi,
mendereng dan mengatur perilaku masvarekat dan penyelenggars Negara
dalam rangka mencapai tujuan bernegars,
Adapun kerangka cogulasi Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 adalakb
scbhagal berikut ¢
1. Penyelesaian RPP Tate Cars Penjatuban Sanksi Administzsi bagi
Perangkat Daerah:
2. Penyeleszian RPP Pembinaan dan Pengawasan Ferangkat Daerah; dan
3. Penyelesaian 6 (cnara) Permendagn pricritas dalam menindaklanjuti PP
tersebur pada hurof () dan (b, antara lain
4. Pedoman pengawasan penvelenggaraan pemerintahan dacrah;
b. Pedoman penpawasan Akhir Masa Jabaian Kepala Dergh;
. Pedoman pengawasan Atas Pengaduan Masyarakart;
d. Pedoman pengawasan peraturan daerah  dan peratiiran  kepala
daerah;
Pedoman pengawasan DPRD dalarn TLHP BPK-RI; dan
Pedoman pengawasan keuangan desa,

i

C. KERANGKA KELEMEAGAAN

Kerangka  kelembagaan  merupakan  perangkat Lembaga  [siruktur
organisasi, ketatalaksanasn, dan pengelolaan aparatur aipil negara) vaog
digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kepiatan pembangunan scsuar dengan tirgas dan fungsi Inzpekrorat
Jenderal.
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Sehubungan telah diimplementasikan Peraturan Menteri Dalam MNegeri

Momcr 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerne Eementorian

Dalam Megen sejak bulan April 2015, bahwa terdapat beberapa hambatan

dalam penerapannya vang berimplikasi  ferbadap  efelktifitas dan

optimalisasi pelaksanaan penpawasan Inspektorat Jenderal Kermentlerian

Dralam Wegeri zelaky unsur pengawas.

Dalatn  Rencana Strategis  Inspektorat  Jenderal Tahun  2015-2019,

perubahan mendasar dalam aspek kelembagaan yaitu .

1. Pengelompokkan unil kerga level eselon 11 menjadi Inspektur vang
mengawasl kKinerja dan keuangan di ingkungan Kemenlerian Dalam
Megenr f{Inspektur | dan 1] tanpa melakukan ponpawasan atas
penyelengparaan Pemerintahan Daerah, dirasakan kurang tepat karens
tgas dan [ngsi masing-raszing Satnan Kerja Kementerian Dalam
Negeri adelah untuk melalgkan pembinaan aras penyelenggaraan
pemerintahan dacrah dalam bentuk antara lain perumusan kebijakan.
Hal inl menpakibatkan tidak adanya mckanisme check and halances
untuk rmevakinkan pembinaan yang telah dilakukan berjalan efektil d
pemerintahan daerah;

2, Demikian juga =sehaliknya, penpelompokkan unit kerja level ezelon 11
mempadi [nepekiur yang hanya melakukan pengawasan atas
penyelenpgaraan pemerintahan daerah [Inspektur 11l dan 1V} tanpa
mengawasi Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri, dirasakan kurang
tepat karena mengakibatkan bdak adanys umpan balik atas penerapan
kebijakan dan pembinaan Penyelenpgaraan Pemerintahan  Daerah
kepada masing-masing Satuan Kerja. Oleh kareng ity pengawasan atas
penyelengparan pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari
pengawasan  yang dilalbukan di  masing-masing  Satuan kere
Kementerian  Dalam  Negeri, karena esenst pemecrnntahan  daetah
merupakan sub sistem dar Sistem Pemerintahan  MNasional dalam
kentcks Negara Kesatuan REepublik Indonesia;

3. Pelaksanaan Pa=sal 377 Undanp-Undang Momor 23 tabun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah yang mengamanatkan Menten Dalam Neper
mejakulzan pengawaszan umum pernyetenggaraan pemnerinlaban daerab
vang secara tekmis dilakbukan oleh [nspektorat Jenderal Hementeran
Dralam MNeger, tidak dapal dilakukan secaca optimal. Hal ini disebabkan
para pelaksana penpawasan (Pengawss Pemerintahan dan Auditor) tidak
mendapatkan substansi secara utuh terhadap esensi pembinasn unmdm
vang dilakukan oleh masing-masing satpan  kerja karcna design
organisast yang memisahkan “Puser” dan “Pemerintahan Dacrah®,
zsehingga hasill penpawasan Inspeklorat  Jenderal belum  dapat
menghasilkan simpulan secara komprehensif;

4, Pelaksanasan Pasal 25 Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang
Pemerintallan Dacrah yang mengamanatkan bMenterns Dalam Negen
melakulkan pengawasan urusan pemerintahan umum beluom diacur
dalarm uraian tugas dan fungsi Inspekiorat Jenderal dalam Permendagn
Momar 43 Tahun 2015 01 lain  plthak, pelaksanaan urasan
pemerintahan umum seperti pembinaan wawssan kebangsaan, ideclogl
dan ketahanan nasional merupakan agenda prigritas dalamn MNawacita
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vaity revolusi karekter bangsa Hal ini mengakibatkan fungsi strategis
Menternn Dalam Negeri sebagar Mentern yang membantu Presiden dalam

pelaksanean urusan pemerintaban umum, ddek dapat dilakukan
PENEAWASRINILYE;

. Terdapat perbedaan beban kerja yvang zsangat signifikan antara Inspekror

1, I dengan Inspektur 11, [V. Dhmana lospektur [, I hanya

melaksanakan & fungsi, scdangkan lnspektur I, IV menjalankan 1)

fungzi. Konselouens: dari beban kerja stouktur organisasl yang LmMpang

tersebut, berpotensi para pejabat fungsional yang kenaikan pangkat dan
jabatannya tergantung dari lama dan banyaknva han pengawasan
sebagail dasar perolehan anghka kredit, mengakibatkan pejabat Tungsianal

di Inspektorat | dan [I mengalami kecicrlambatan dalam kenaikan

pangkat dan jabatannya;

Pelaksanaan Pasal 22 Perpers 12 tahun 2010 tentang Badan Masional

Fengelola Perbatasan [(BNPP) yang mengamanatkan Menteri Dalam

Meperi sclaku HKepala BNFP scbapai pejabal pembina  kepegawaian

Sekrerariat BNPP, tidak dapat dilaltukan pengawasan karena Sckretanal

Tetap BNPFP belum dimasukkan sebagai salah satu entitas yang

dilaltukan pengawasan cleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam

Weperi dalam Permendagri Nomor 432 Tabun 2415, [N lain pihak struktur

BMNFP tidak memiliki unsur pengawas. Oleh karena itu perlu dilakcukan

penyempurnaan dengan memasukkan BNPP sebagai salah satu cnitay

yvang dilaloulzan perneriksaan,

Dengan strukbur organisasi saat inl yang didesan dengan pendelatan

kewilayahan, akan mengalami hambatan, sepertl ;

a. Tidak dapat dilakukan pengelompolkkan wnaga fungsional yang
serara khusus memiliki kompetensi sesnal dengan keahlian dan latar
belakang pendidikannya, karena pendekatan strulur saac ini lebih
kepada pendekatan kewilayahan bukan kcpada pelaksanaan urusan
pemerintehan; dan

b. Tidak terdapat perbedaan indikator kinerja dari Unit Kerja Eselon [l
Inspektoral 1 dan 11 serta Inspekrorat ITE dan 1V karena dibedakan
berdasarkan lokus pemeriksaan, scharasnya indikatar Kinerja dapat
tergambarkan dan masing-masing tupas dan fungs: dan Unit Kerja
Egelon il

Dari uraian di atas, usulan penyernpuraan S0TK lnspektorat Jenderal
Kementerian Dralam Negerd, dengan prinsip-prinsip perubahan ¢

1.

2.

B

Pengawasan satuan kerja dilinglungan pusat tidak dapat dipisahkan
dengen pengawasan penyelengparaan pemerintahan daerah;

Mandat regulasi untuk meiakukan pengawasan pemerintaban umum
harus terakoemedir dalam uralan tugas;

Pergnrganisasian memperhatikan beban kerja; dan

. Tidak menambah Pagy anggaran Tahun 2015 dan 2016,

r ' = 1 1 [ 1,1 .
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EAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

1. Program

Program “Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan sasaran

tata kelola pemerintahan vang baik dan bersih (good governance and

clean goverment) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengawasan
atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik, serta
pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah, diukur capaiannya melalui Indikator

Kinerja Program (IKP) antara lain :

a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and
clean goverment] di lingkungan Kementerjan Dalam Negeri dapat
dinkur melalui indikator nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan
Kementerian Dalam Negeri dengan target nilai B (75) - Baik:

b. Pengawasan atas penyelenggarasn urusan pemerintahan di daerah
vang baik dapat diukur melalui indikator nilai akuntabilitas
penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dengan target nilai
B (V3] - Baik; dan

¢. Pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah dapat diukur melalui indikator kinerja
program nilal penegakkan integritas dn:ng'anitargm Nilai B (73] - Bail.

2. Kegiatan
Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) dimaksud dilaksanakan melalui
6 [enam|} kegiatan antara lain :
a. Kegiatan pengawasan fungsional pengelolaan keuangan dan kinerja
Kementerian  Dalam  Negeri Inspektorat [ dilaksanakan oleh
Inspekiorat |, dengan ukuran keberhasilan capaian sasaran kegiatan
([output] melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) antara lain
1) Dalam mencapai sasaran kegiatan (output) layanan pengawasan
fungsional pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalarm
Negeri Inspektorat I yang optimal diukur melalui Indikator Kinerja
Kegiatan  (IKK] nilai akuntabilitas keuangan dan kinerja
Kementerian Dalam Negeri Inspektorat | dengan target B (75) -
Baik; dan

2) Dalam mencapai sasaran kegiatan {output) lavanan pembinaan
pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri
Inspektorat 1 yang optimal diukur melalui Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) persentase tindak lanjut hasil pengawasan
keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat |
dengan target 80%.

b. Kegiatan pengawasan fungsional pengelolaan keuangan dan kinerja
Kementerian Dalam Negeri Inspektorat [l dilaksanakan oleh
Inspektorat I, dengan ukuran keberhasilan capaian sasaran kegiatan
foutput] melalui Indikator Kinerja Kegiatan [IKK) antara lain :



1] Dalam mencapai sasaran kegiatan (output) layanan pengawasan
fungsional pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam
Negeri Inspektorat I yang optimal diukur melalui Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK| nilai akuntabilitas keuangan dan kinerja
Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II dengan target B (75) -
Bailk; dan

2) Dalam mencapai sasaran kegiatan [(output) lavanan pembinaan
pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negen
Inspektorat Il vang optimal diukur melalui Indikator Kinerja
Kegiatan ([IKK) persentase tindak lanjut hasil pengawasan
keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat Il
dengan target 80%.

- Kegiatan pengawasan fungsional pengelolaan keuangan dan kinerja

Kementerian Dalam Negeri Inspektorat | [I1  dilaksanakan oleh

Inspcktorat [, dengan ukuran keberhasilan capalan  sasaran

kegiatan (output) layanan pengawasan fungsional penyelengparaan

urusan pemerintahan di daerah Inspektorat [l yang optimal diukur
melalui  Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) nilai akuntabilitas

penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Inspektorat Il

dengan target B (75 - Baile.

. Kegiatan pengawasan fungsional pengelolaan keuangan dan kinerja

Kementerian Dalam  Negeri Inspektorat | IV dilaksanakan oleh

Inspektorat IV, dengan ukuran keberhasilan capaian sasaran

kegiatan (output) lavanan pengawasan lungsicnal penyelenggaraan

urusan pemerintahan di daerah Inspektorat 1V vang optimal diulur
melalul  Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) nilai  akuntabilitas

penyelenggarasn urusan pemerintahan di dacrah Inspektorat IV

dengan target B (75) - Baik.

- Regiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

Inspektorat  Jenderal dilaksanakan oleh Seckretaris  Inspektorat

Jenderal, dengan ukuran keberhasilan capaian sasaran kegiatan

[output] melalui Indikator Kinerja Kegiatan {IKK) antara lain

1) Dalam mencapai sasaran kegiatan (output) dukungan belanja
operasional [nspektorat Jenderal vang optimal diukur melalui
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase terpenuhinya belanja
operasional Inspektorat Jenderal dengan target 100%;

2) Dalam  mencapai sasaran  kegiatan  (output) dukungan
perencanaan Inspektorat Jenderal vang optimal diukur melalui
Indikator Kinerja Kegiatan (TKK) persentdse penyelesaian dokumen
perencanaan Inspektorat Jenderal dengan target 100%:;

3) Dalam mencapai sasaran kegiatan (output] dukungan analisis dan
evaluasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang optimal
melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK| persentase penyelesaian
dokumen analisis dan cvaluasi hasil  pengawasan Inspelctorat
Jenderal dengan target 100%;

4] Dalam mencapai sasaran kegiatan (output) dukungan administrasi
kevangan Inspektorat Jenderal vang optimal melaha Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK) persentase| pengelolaan  dokumen
administrasi keuangan Inspektorat Jenderal dengan target 100%;
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2] Dalam mencapai sasaran kegiatan (output} dukungan administras:
umum Inspelctorat Jenderal yang optimal melalui Indikator Kinerja
Hegiatan ([I[KK) persentasc ptngclc:laan% dokumen administrasi
umum Inspektorat Jenderal dengan target 100%: dan

6} Dalam mencapai sasaran kegiatan {ﬂul,pt'.:u dukungan sarana dan
prasarana Inspektorat Jenderal yang optimal melalul Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK] persentase tefpenuhinya sarana dan
prasarana Inspektorat Jenderal dengan targer 100%.

Kegiatan pemeriksaan dan pengusutan khusus serta penegakan

integritas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

dilaksanakan oleh Inspektorat Khusus, de ukuran keberhasilan
capaian sasaran Kegiatan {output) melalui Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK) antara lain ;

1) Dalam mencapai sasaran kegiatan (output) layanan penegakkan
integritas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
dinkur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) nilai penegakkan
integritas dengan target B (75) - Baik; das

2) Dalam mencapai sasaran kegiatan [output) layanan pemeriksaan
dan pengusutan khusus Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah vang optimal diukur melalui [ndikator
Kinerja Kegiatan (IKK) persentase pemeriksaan dan pengusutan
khusus pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah dengan targel 80%. '

Adapun rincian target kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : |

TARGET. 05 el
2017 | 2019 | 2019
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Paraoninme
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B. KERANGEKA PENDANAAN

Untuk dapat melaksanakan arah kcbija}tan,l strategi, dan program
pengawasan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai,
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengusulkan rencana
pendanaan melalui APBN tahun 2015-2019 dan akan didistribusikan setiap
tahunnya dengan rincian sebagai berikut :

DL0.02.03 | PROGRAM PENGAWARAN INTERNAL 354 394 | 434 (47,7 | 52,5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI AN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

18] Keincann itratega |||~|Ir-|'|:!||::|r enderal B ementeitan Dlalam{MNeeer
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Pengawasan F‘ul ;:lulnan 3.l [ ].3: ; 3.8 N
Keuangan dan Kinerja Kementerian

Catam Megeri Inspekiorat |

1226 Pengawasan Fungsional Pengebolaan 5.4 5.2 5,7 6.3 3]
Keuangan dan Kinerja Kemesterian
Dalam Negerl lnspekiosat 1)

12zv Pengawnsan Fungsional 57 53 54 ] 7.0

Penyvelenggrraan Urusan
Pemerintahdan Di Daemh Inspektora:
[

1228 Pengawasan Fungsional 5.2 543 5,8 G T4
Penyelengpgaraan Urusan
Pemerintahan Di Daerah Inspekitorar
v

1229 Dukungan Manajemen dan Dukungan | 13,8 169 | 186 |204 |225
Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
1230 Penegakan Integritns, Pemeriksaan a7 37 4,1 4.3 4.9
dan Penpusuinn Khusus Kementerian
Dakam Megeri dan Pemerintahan
Daerah
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun
2015-2019 disusun sebagai dasar, kendali dan sarana koordinasi dalam
melaksanakan peran pembinaan dan pengawasan di lingkup Kementerian
Dalam MNegeri dan Pemerintahan Daerah dengan| memperhatikan kaidah-
kaidah pelaksanaan sebagai berikut; !

1.

on

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 dilatarbelakangi
oleh kewajiban dalam melaksanakan dan mengemban amanah RPJMN
2015-2019 dalam mencapai tujuan pembangunan nasional khususnya
bidang pengawasan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan;

. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 merupakan

penjabaran visi, misi, ujuan dan sasaran Inspekiorat Jenderal yang akan
dilaksanakan pada tahun 2015-2019, dan berisi strategi pokok sebagai
pedoman  kerja Inspektorat Jenderal sebagai salah satu komponen
Kementenan Dalam Negeri;

. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 merupakan

komitmen perencanaan dan berfungsi sebapgai alat bantu dan tolak ukur
dalam menjalankan misi dan mencapai visi Inspektorat Jenderal;

. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 merupakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Inspektorat Jenderal vyang
selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja [Eenja} dan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) sebagai dokumen
perencanaan program dan anggaran tahunan;

. Sumber dana untuk menjalankan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Tahun 2015-2019 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN]. '

. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan

prinsip-pringip kepemerintahan yang baik.

. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun

2015-2019 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam
bentuk laporan tertulis secara periodik yang terintegrasi dengan Laporan
Akuntabilitas Kinerja. Pada akhir periode (tahun 2019) dilaksanakan
evaluasi akhir pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun
2015-2019, yang merupakan cvaluasi kinerja jangka menengah Rencana
Strategis Inspektorat Jenderal Tahun, st:l-;aiiig;i.ls sebagal pertimbangan
dalam penyiapan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal periode
selanjutnya.

. Renstra Kemendagri 2015-2019 disusun berdasarkan sejumlah asumsi

sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun walktu
lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat
dan membuluhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai
faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-
hal yang bersifat lorce majeur.



9. Untuk melaksanakan kebijakan strategis Rtnc:&ima Strategis Inspektorat
Jenderal Tahun 2013-2019, organisasi penyelenggara sebagaimana
dijelaskan pada Tabel berikut:

g ik i S el il 2
KEDTUDUAN

1. | Inspektur Jenderal Penanggungiawah Program
2. | 2.1, Sekretaris Inspektorat Jenderal
2.2, Para [nspektur

3. | Para Kepala Bagian !Pensmgungin.mb Harian
4. | Fara Kepala Sub Bagian | Felaksana

an. MENTERI DALAM NEGERI
INSPEKTUR JENDERAL,

|
Ercna.ngungiﬂwah Kegiatan
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